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Abstrak  

Skripsi ini berjudul “ Kedudukan Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukum 

Terhadap Harta Kekayaan ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 

526/Pdt.G/2019/PA.Sel) ”. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah 

kedudukan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 

526/Pdt.G/2019/PA.Sel dan bagaimana akibat hukum dari perjanjian perkawinan 

berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sel. Metode 

penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan metode 

penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan studi pustaka dan berbagai 

literature untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

permasalahan. Dengan ini, penulis menyimpulkan bahwa suatu perjanjian 

perkawinan adalah sah dan bersifat mengikat apabila sesuai Pasal 147 KUHPER 

yaitu, dilakukan dihadapan notaris dan didaftarkan. Serta, setelah dikeluarkannya 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2016 perjanjian perkawinan 

dapat dibuat sebelum, saat perkawinan berlangsung atau sesudah dilangsungkannya 

perkawinan.   

Kata kunci : Perjanjian Perkawinan, akibat hukum, dan kedudukanya 

                                                              

Pembimbing Utama,         Pembimbing Pembantu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Hukum positif Indonesia mengatur mengenai perkawinan dalam 

Undang-Undang perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

(selanjutnya disebut sebagai UU-Perkawinan). Pasal 1 UU-Perkawinan 

mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan keka berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perkawinan yang sah sesuai dengan hukum menimbulkan akibat hukum, yaitu 

timbulnya hubungan antara suami dan istri, timbulnya harta benda dalam 

perkawinan dantimbulnya hubungan antara orantua dan anak.1  

Suatu perkawinan dapat melahirkan persoalan mengenai harta 

kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama antara suami istri maupun harta 

pribadi dan atau harta bawaan2. Membahas mengenai harta perkawinan, maka 

harta perkawinan yang diapatkan selama perkawinan berlangsung dilebur 

menjadi satu yang dinamakan harta bersama. Menentukan ruang lingkup harta 

bersama harus berpedoman pada Pasal 35 UU-Perkawinan Pasal tersebut 

mengatur mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 

harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta 

bawaan yang diperoleh dari masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain.  

                                                             
1 Djoko Basuki, Hukum Perkawinan, Depok : Badan FH UI, 2010,hlm.19  
2 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata 

dan Perkembangan, Bandung: PT.Grafindo, 2012,hlm.8934 
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Berdasarkan ayat (1) dapat dipahami bahwa harta bersama adalah harta 

benda suami istri yang didapatkan selama perkawinan. Harta tersebut bisa 

didapatkan oleh suami istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja 

dan istri tidak bekerja ataupun sebaliknya tidak ditentukan yang mendapatkan 

harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan berlangsung3. Harta 

suami dan istri merupakan harta bersama sejak terjadiya perkawinan, kecuali 

jika para pihak melakukan perjanjian perkawinan4. Dasar hukum yang 

mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan yaitu Pasal 35 UU-

Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing sebagai 

hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang 

para pihak tidak menentukan lain. 

Perjanjian pra nikah dibuat untuk melindungi hak dari masing-masing 

suami dan istri. Hal lain yang menjadi latar belakang dibuat nya perjanjian pra 

nikah ialah jika diantara pasanganan calon suami istri terdapat perbedaan status 

sosial yang terlampau berbeda, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang 

seimbang, atau pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada 

salah seorang suami berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing 

suami istri tunduk pada hukum berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan 

campuran. Diadakanya perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah maka 

terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan5. Perjanjian 

                                                             
3 Rosindar Sembiring, Hukum Keluarga , Bandung: PT. Grafindo,2012, hlm.89  
4 Djoko Basuki, Hukum Perkawinan, Depok: Badan FH UI, 2010,hlm.19 
5 Filma Tamengkel, ”Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau 

Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Jurnal lex Privatum, Vol.III/No.1. 

Tahun 2015, 2. 



4 
 

perkawinan tidak selalu mengatur mengenai harta kekayaan dan materi, ada 

juga hal-hal lain yang perlu diperjanjikan, contoh mengenai sikap kasar baik 

terhadap istri ataupun terhadap suami, perjanjian salah satu dari mereka tetap 

melanjutkan pendidikan meski telah berumah tangga6.  

Para ahli mengemukakan perjanjian kawin di antaranya adalah 

R.Subekti, beliau mengemukakan bahwa perjanjian kawin ialah suatu 

perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang 

menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan Undang-Undang7. Sedangkan 

menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Ansis Safiodin, perjanjian perkawinan 

adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat setelah atau sebelum 

dilakukanya perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap 

harta kekayaan mereka8. Menurut advokat Anita D.A. Kolopaking, perjanjian 

perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi, harta bawaan dalam 

perkawinan, semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam 

perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan 

menjadi tanggungan suami istri, istri yang mengurus harta pribadinya, dan 

sebagainya 9.   

Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat 

KUHPER) mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang menyebutkan 

bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh 

                                                             
 

7 R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,1978.hlm 9 
8 R.Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang Dan Keluarga,1987, hlm.57 
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pegawai pencatat perkawinan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga yang 

tersangkut. Pasal 29 ayat (1) mengatur waktu bahwasanya perjanjian 

perkawinan dilakukan “sebelum” terjadinya perkawinan dan atau saat 

“perkawinan berlangsung”10. Adapun bunyi Pasal 29 Ayat (1) yaitu : 

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak 

atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang 

disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya 

berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 

tersangkut.” 

Namun, setelah putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015 diubah 

menjadi : “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan 

perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan 

perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau 

notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak 

ketiga tersangkut” maka, perjanjian perkawinan sekarang dapat dibuat selama 

dalam ikatan perkawinan.  

Suatu perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan persetujuan dan 

kehendak bersama antara kedua belah pihak pasangan suami istri/ calon suami 

istri. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat secara tertulis dan disahkan oleh 

pegawai pencatat nikah. Hal yang utama menjadi perhatian bagi para pihak 

adalah apa saja yang diperjanjikan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, 

agama,dan kesusilaan11.  Dapat dikatakan seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dapat membuat perjanjian perkawinan yang sepakat bahwasanya 

                                                             
10 Moch Isani, Hukum Perkawinan Indonesia,Bandung: PT.Refika Aditama,2016, Hlm 87 
11 Martiman, Prodjhohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta : Legal Center 

Publishing,2015, hlm.30 
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terjadi pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan 

nantinya. Maka, setelah dibuatya perjanjian perkawinan harta kekayaan yang 

diperoleh sebelum maupun selama perkawinan adalah milik mereka masing-

masing pihak, termasuk hutang piutang tetap menjadi tanggung jawab dari 

masing-masing pihak yang memilikinya.  

Selain hal yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPER, perjanjian 

perkawinan juga harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1338 KUHPER karena perjanjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian perkawinan di Indonesia 

diatur dalam KUHPER atau Bugerlilijk wetboek (BW), UU-Perkawinan, dan 

Komplikasi Hukum Islam. Perjanjian perkawinan di dalam KUHPER masih 

tetap berlaku, sepanjang masalah yang berkaitan dengan tersebut tidak diatur 

dalam UU-Perkawinan, dan Inpres Komplikasi Hukum Islam (KHI)12.  

Berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Agama No. 

526/Pdt.G/2019/PA.Sel mengenai kasus waris, penggugat melaporkan 

beberapa tergugat yang terkait dalam kasus tersebut. Diketahui bahwa  

penggugat telah membuat perjanjian perkawinan antara suami istri yang berisi 

“ apabila anak yang terdapat di dalam perut/ kandungan Juminah binti Imaq 

Ahir yang telah hamil di luar nikah berusia 9 (Sembilan) bulan tersebut lahir, 

maka tidak berhak atas harta warisan Nurayu alias Amaq Yasih bin Papuq 

Delatih dalam bentuk apapun dari, baik terhadap anak yang lahir luar kawin 

yang berusia 9 (Sembilan) bulan dalam kandungan tersebut maupun kepada 

Juminah binti Amaq Ahir”. Namun, perjanjian perkawinan tersebut hanya 

                                                             
12 Hanafi Arief, ”Perjanjian Dalam Perkawinan” Vol.IX, 2017. Hlm.170 
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dibuat dan disaksikan oleh pemuka agama yang terdapat di daerah tersebut. 

Sekarang pemuka agama sudah meninggal dunia.  

Berdasarkan Pasal 119 KUHPER disebutkan bahwa perkawinan pada 

hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, 

kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah perjanjian 

perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta. Posisi kasus ini menitik 

beratkan pada seorang anak yang tidak mendapatkan hak waris dikarenakan 

anak tersebut hasil dari luar kawin. Perjanjian perkawinan berisi mengenai 

anak yang sedang dikandung tidak berhak mendapatkan waris dikarenakan 

hasil dari luar kawin. Berdasarkan Surat Direktur Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B. 2647/DJ.III/KW.00/9/2017 

(Surat Kementerian Agama 2017). Surat Kementerian Agama 2017 mengatur 

bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama 

perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan untuk pasangan 

beragama Islam berdasarkan Surat Kementerian Agama 2017 adalah pasangan 

suami atau istri menyerahkan persyaratan sebagai berikut : fotokopi KTP, 

fotokopi KK, fotokopi salinan akta notaris perjanjian perkawinan yang telah 

dilegalisir. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada 

bagian belakang halaman terakhir, dengan kalimat “ perjanjian perkawinan ini 

telah dicatatkan pada akte nikah nomor… atas nama… dengan tanggal… 

kemudian ditandatangani oleh PPN.  

Berdasarkan perjanjian perkawinan pada kasus ini perjanjian 

perkawinan hanya dibuat dan disaksikan langsung oleh para tokoh masyarakat 
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(sudah meninggal semua) serta didengar sendiri oleh anak dikandungnya. 

Berdasarkan Pasal 147 KUHPER perjanjian perkawinan haruslah dibuat 

dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal 

tidak dibuat secara demikian. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang 

permasalahan di atas, maka perlu untuk melakukan analisis lebih mendalam 

yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kedudukan Perjanjian 

Pranikah Serta Akibat Hukumnya Terhadap JHarta Perkawinan (Studi 

Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sel)”  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, Adapun permasalahan 

yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedudukan perjanjian pranikah terhadap harta perkawinan 

berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Agama 

Nomor.526/pdt.g/2019/PA.Sel? 

2. Apa akibat hukum terhadap harta perkawinan dengan adanya perjanjian 

pra nikah pada studi kasus putusan Pengadilan Agama 

Nomor.526/pdt.G/2019/PA.Sel ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan masalah yang sudah 

tertera di atas, maka tujuan dari penulis yaitu : 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian pra nikah 

terhadap harta perkawinan berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan 

Agama Nomor.526/pdt.g/2019/PA.Sel 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dengan adanya 

perjanjian pra nikah terhadap harta perkawinan berdasarkan studi kasus 

putusan Pengadilan Agama Nomor 526/pdt.G/2019/PA.Sel 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

   Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa memberikan 

manfaat ilmu hukum mengenai perjanjian perkawinan ataupun dan ilmu 

hukum lainnya, baik kepada penulis maupun pembaca, sehingga penulis 

dan pembaca dapat mengkaji lebih kritis permasalah yang terjadi 

mengenai perjanjian perkawinan di lingkungan sekitar. Hasil penelitian ini 

dapat digunakan untuk menambah wacana atau referensi di bidang karya 

ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu hukumm. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis dapat bermanfaat sebagai : 

a. Dapat memberikan informasi mengenai kedudukan perjanjian pra 

nikah atau perjanjian kawin terhadap harta kekayaan berdasarkan 

studi kasus putusan pengadilan agama nomor. 526/pdt.g/2019/PA.Sel. 

b. Dapat memberikan informasi mengenai akibat hukum setelah 

dibuatnya perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah terhadap 
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harta perkawinan  berdasarkan studi kasus pengadilan agama nomor. 

526/pdt.g/2019/PA.Sel. 

c. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana di 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

E. Ruang Lingkup 

        Ruang lingkup dari skripsi ini hanya membatasi ruang lingkup pada 

pembahasan mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dan akibat hukum 

setelah diadakanya perjanjian perkawinan. Penulis mengambil studi kasus  

putusan Pengadilan Agama nomor.526/pdt.g/2019/PA.Sel. Pada dasarnya 

perjanjian perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam UU-Perkawinan, dan 

KHI.  Perjanjian pra nikah dibuat untuk melindungi hak dari masing-masing 

suami dan istri. Hal lain yang menjadi latar belakang dibuatnya perjanjian pra 

nikah ialah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status 

sosial yang terlampau berbeda, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang 

seimbang, atau pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada 

salah seorang suami berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing 

suami istri tunduk pada hukum berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan 

campuran. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini mencari 

teori-teori, peraturan Undang-Undang dan konsep-konsep yang akan 
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dijadikan sebagai landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan13. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sehingga 

sumber data nya terdiri dari data sekunder yang berupa Undang-Undang 

yang berlaku, putusan Pengadilan Agama, konsep-konsep, doktrin para 

ahli. 14 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah  

a. Pendekatan Perundang-undangan.  

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan cara mempelajari undang-undang dan aturan yang 

menyangkut objek penelitian yang sedang dibahas penulis dan 

menelaah permasalahan (isu hukum) yang sedang terjadi.  

b. Pendekatan Konseptual 

 Pendekatan konseptual beranjak pada doktrin-doktrin dan pandangan 

para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian akan 

menghasilkan dan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang 

relevan dan membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu 

yang dihadapi15 

 

 

 

                                                             
13 Sumardi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, Yogyakarta:1983,hlm. 65 
14 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta. 2021,hlm 118 
15 Ibid, hlm 135-136 
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3. Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek 

penelitian16. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:  

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

4) Komplikasi Hukum islam  

5) Putusan Pengadilan Agama nomor.526/Pdt.G/2019/PA.Sel 

6) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan 

pembahasan dalam skripsi ini 

b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer. 

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah hukum 

yang terkait dengan objek penelitian17 

c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer dan sekunder, yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, 

dan sebagainya.18 Pnulisan ini penulis menggunakan bahan hukum 

                                                             
16 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2010. Hlm.90 
17 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. Thn 2013,hlm. 47 
18 Surakhmad Winarno, Metode dan Tekni Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar 

Metode Teknik,thn  1991,hlm. 17 
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tersier berupa jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian 

ini.  

G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

  Apabila melakukan penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum 

yang digunakan yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, dokumen-dokumen, 

peraturan perundang-undangan, dan website resmi Putusan Pengadilan yang 

diperoleh dari kepustakaan.  

 

H. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah secara kualitatif. 

Analisis kualitatif digunakan apabila bahan yang digunakan penelitian 

diperoleh berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tulisan19 

 

I. Teknik Penarikan Kesimpulan  

  Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan ini secara deduktif, 

yaitu cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan 

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai berdasarkan pokok 

permasalahan20 

 

 

  

                                                             
19 P.Joko Subgayo, Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmu Dasar 

Metode Teknik, thn 1991, hlm. 17 
20 Surakhmad Winamo, Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, thn 1991, hlm 17 
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